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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 135 TAHUN 2018
TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa Menteri Dalam Negeri sebagai Koordinator
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 8 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 11 dan
Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, perlu melakukan pembinaan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Pemerintah
Daerah sebelum dilakukan evaluasi pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, 2010-
2025, perlu didorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi
tahap kedua 2015-2019 dan tahap ketiga 2020-2024
secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah

untuk dilakukan percepatan pelaksanaan Reformasi
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Mengingat

Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
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Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB
adalah wupaya untuk melakukan pembaharuan dan
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan.

Road Map RB adalah panduan bagi pengelola RB pada
Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah
konkrit dalam  memperbaiki  kualitas  birokrasi
pemerintahan.

Percepatan Pelaksanaan RB di Lingkungan Pemerintah
Daerah yang selanjutnya disebut PPRB Pemda adalah
program pembinaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan
oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah
Daerah untuk mencapai target Reformasi Birokrasi
Nasional.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB yang selanjutnya
disingkat PMPRB adalah instrumen penilaian kemajuan
pelaksanaan RB yang dilakukan secara mandiri oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah
Daerah ke dalam sistem aplikasi online yang
dikembangkan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi.
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Pasal 2

Tujuan PPRB Pemda untuk:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik
berbasis kinerja dan Pemerintahan Daerah yang dinamis;
dan

mendorong  percepatan  pelaksanaan RB  secara

menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Sasaran PPRB Pemda untuk mewujudkan birokrasi yang:

a. bersih dan akuntabel;

b. efektif dan efisien; dan

c. memiliki pelayanan publik berkualitas.

Birokrasi yang bersih dan akuntabel sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, diukur melalui

indikator:

a. opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;

b. level kapabilitas Aparatur Pengawas Internal
Pemerintah;

c. level kematangan implementasi Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah;

d. instansi pemerintah yang akuntabel; dan

e. penggunaan pengadaan berbasis elektronik terhadap
belanja pengadaan barang dan jasa.

Birokrasi yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, diukur melalui indikator:

a. indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara;

b. indeks keterbukaan informasi publik;

c. indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan

d. indeks penataan kelembagaan daerah.

Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diukur

melalui indikator:

a. indeks pelayanan publik;

b. indeks kepuasan masyarakat;

c. persentase kepatuhan pelaksanaan peraturan

perundang-undangan terkait pelayanan publik;
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